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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka
penulis mengambil kesimpulan bahwa pada faktanya ketika terjadi pelanggaran
perparkiran, penegakan hukum dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan
hanya sebatas teguran secara tertulis berupa surat teguran yang diberikan oleh UPT
Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman kepada pengelola
parkir yang melakukan pelanggaran perparkiran. Ketentuan pidana yang terdapat
dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perparkiran belum dapat dikatakan efektif dalam menjamin
penegakan hukum pelanggaran perparkiran di wilayah Kabupaten Sleman.
Berkaitan dengan kendala yang dihadapi olenh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas
Perhubungan Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum  pelanggaran
perparkiran, kurangnya jumlah Petugas dalam melakukan penegakan hukum
terhadap pelanggaran perparkiran yang terjadi dan minimnya jumlah sarana yang
digunakan dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan

penegakan hukum.
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B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perparkiran di wilayah Kabupaten Sleman terkait
terjadinya pelanggaran perparkiran, hendaknya Dinas Perhubungan
Kabupaten Sleman dalam hal ini UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas
Perhubungan Kabupaten Sleman sebagai pelaksana tugas di bidang
Perparkiran menggunakan dan menerapkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perparkiran sebagai alat penegakan hukum, mengingat selama ini hanya
menggunakan pendekatan persuasif dan teguran tertulis sebagai alat
penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran perparkiran.

2. Menambah jumlah petugas dalam melaksanakan pengawasan,
pengendalian, pembinaan dan penegakan hukum mengingat kondisi
wilayah Kabupaten Sleman yang luas, sehingga penegakan hukum berjalan

maksimal.
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